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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama

Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan

Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi

tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam

laporan kinerja ini.

Muara Enim, 1 Desember 2022

Pereviu I Pereviu II

Karbudin, S.Ag Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 196911261997031003 NIP. 197405312001121002
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KATA PENGANTAR

“ Kinerja sebagai sebuah
upaya untuk memonitor
progresssetiap
tanggungjawab yang
dikerjakan Pengadilan
AgamaMuaraEnim.
Setiap prosesharusterukur
agarmampu dikelola dan
dikembangkan”

MuaraEnim, 2 Januari 2024
Ketua,

Suspawati, S.Ag.
NIP. 1 976071 0 2001 1 2 2 003

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ini disusun
sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama
Muara Enim atas pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah ini didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana
Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun
2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target
dan realisasi atas KPI (Key Performance Indicator)
yang menjadi fokus kerja Pengadilan Agama Muara
Enim pada Tahun 2023. Sampai dengan Desember
2023, secara umum Pengadilan Agama Muara Enim
memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan.
Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu
untuk ditingkatkan. Bagi Pengadilan Agama Muara
Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam
memenuhi target KPI yang ada dijadikan sebagai
media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan
kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan
pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan
pemicu untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama
Muara Enim ke depan.

Suspawati, S.Ag, dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B oleh

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., pada 10 Februari 2022, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang
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Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Enim sudah memiliki

Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar

Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar

3.1 terlihat pada tahun 2023 capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim

adalah sebesar 105,29% (“Sangat Memuaskan”). Semua target yang

ditetapkan pada tahun 2023 berhasil dipenuhi.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding

Target 1.493 99%

Realisasi 1.493 100%

Target 1.493 99%

Realisasi 1.488 99,67%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum kasasi

Target 1.493 99%

Realisasi 1.492 99,93%

Index responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan

Target 97%

Realisasi 98,83%
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Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

tepat waktu

Target 1.493 100%

Realisasi 1.493 100%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target 174 3%

Realisasi 80 45,98%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target 31 100% Rp. 16.920.000

Realisasi 31 100% Rp. 16.918.000

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

Pengadilan

Target 104 100% Rp. 50.400.000

Realisasi 104 100% Rp. 50.300.000

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Target 624 100% Rp. 50.000.000

Realisasi 624 100% Rp. 50.000.000

Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti

(di Eksekusi)

Target 0 100%

Realisasi 0 100%
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Keuangan

4. Penghargaan dari PTA Palembang Very Good (A) atas Kinerja

Penyerapan Anggaran PAGU DIPA 04 Tingkat Pertama Per

Wilayah Tahun 2022.

5. Penghargaan dari PTA Palembang 98,85 atas Pencapaian Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022.

6.
Keuangan

7. Penghargaan dari PTA Palembang Very Good (A) atas Kinerja

Penyerapan Anggaran PAGU DIPA 04.

8. Penghargaan dari PTA Palembang 98,85 atas Pencapaian Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

9.

Keuangan

10. Penghargaan dari PTA Palembang Very Good (A) atas Kinerja

Penyerapan Anggaran PAGU DIPA 04 Tingkat Pertama Per

Wilayah Tahun 2022.

11. Penghargaan dari PTA Palembang 98,85 atas Pencapaian Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022.

12.

Keuangan

1. Juara II dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Akurasi

Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester I Tahun Anggaran 2023.

2. IKPA Katagori Sangat Baik dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402282).

3. IKPA Katagori Sangat Baik dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402283).

Kepatuhan

1. Juara III dari PTA Palembang dalam Kategori Ketepatan Pengiriman Berkas

Perkara Banding Semester I Tahun 2023.

2. Juara III dari PTA Palembang dalam Kategori Persentase Penetapan Status

Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN) Periode Semester I Tahun Anggaran

2023.

3. Juara III dari PTA Palembang dalam Kategori IV Peringkat Penanganan Perkara

Berdasarkan SIPP Periode Semester I Tahun 2023.

4. Predikat Excellent dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan

Pelaporan LHKASN Tahun 2023.

5. Predikat Excellent dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan

Pelaporan LHKPN Tahun 2023.

6. Terbaik I dari PTA Palembang dalam Katagori Penatausahaan Barang Milik

Negara di Lingkungan PTA Palembang.

7. Rangking III dari PTA Palembang dalam Implementasi Gugatan Mandiri

Terbanyak pada Kinerja Triwulan IV Tahun 2023.

Informasi dan Teknologi

1. Film Terbaik I dari IKAHI pada Lomba Video Pendek dalam rangka HUTKe-70 IKAHI

Tahun 2023.

2. Predikat Excellent sebagai Satuan Kerja dengan skor Website pada aplikasi

SIMTALAK Periode Triwulan II Tahun 2023.

Laporan

1. Juara dari PTA Palembang dalam Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

2. Peringkat III dari PTA Palembang 77,28 atas Penilaian Prestasi Kinerja Satuan

Kerja Periode Triwulan III.

3. Terbaik Ketiga dari KPPN Lahat dalam Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan

Tercepat Tahun Anggaran 2023

Lain-lain

1. Juara III dari PTA Palembang atas Kategori Kebersihan Kantor Periode Semester I

Tahun Anggaran 2023.
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BAB I

Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama

Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahanan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan

Agama Muara Enim
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A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan setiap

tahun dan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari evaluasi semua rang-

kaian yang telah dilakukan selama satu

tahun anggaran. Kesemuanya harus

terangkum dalam LKjIP, selain sebagai

bahan evaluasi dari rangkaian program

yang telah dicanangkan pada awal

tahun anggaran juga sebagai bahan

pijakan dalam menyusun langkah-

langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini

disusun secara hirarki untuk dijadikan

sebagai bahan untuk menyusun

berbagai kebijaksanaan sehingga dapat

ditarik satu langkah yang lebih tepat

sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan

organisasi, administrasi dan finansial

Peradilan Agama berada di bawah

Kementerian Agama, sedangkan kewe-

nangan teknis yudisial berada di bawah

Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah

diamandemen dikatakan, bahwa

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX

tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam

pasal 24 telah membawa perubahan

penting terhadap penyesuaian tersebut,

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasan Kehakiman dimana disebut-

kan bahwa “Ketentuan mengenai

organisasi, administrasi dan finansial

Badan Peradilan sebagaimana

dimaksud ayat (1) untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam

undang-undang sesuai dengan

kekhususan lingkungan peradilan

masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal

tersebut, lahirlah apa yang disebut

dengan peradilan satu atap. Sebagai

realisasi dari pasal tersebut lahirlah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagai penyem-

purnaan dari Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah,

Pengadilan Agama Muara Enim

merupakan Pengadilan tingkat pertama

dibawah kekuasaan Mahkamah Agung

dan hal ini juga merupakan tanggung

jawab untuk melaksanakan tugas dan

fungsi yang diamanatkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan

menyiapkan dan menyusun serta

menyampaikan laporan akuntabilitas

secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja

Pengadilan Agama Muara Enim dalam
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satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan tingkat

keberhasilan dan kegagalan kinerja

yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa

asas-asas umum Penyeleng-garaan

Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,

Asas Keterbukaan, Asas Propor-

sionalitas, Asas Profesionalitas dan

Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good

govermance diperlukan prinsip-prinsip

partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap,

wawasan kedepan, akuntabilitas, penga-

wasan, efisensi dan efektifitas, serta

profesionalisme. Kemudian prinsip

akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi,

misi dan program membangun

Indonesia yang aman, adil dan sejahtera

melalui program meningkatkan

pengawasan untuk menjamin

akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan kegiatan rutin

yang dilaksanakan setiap tahun, disusun

dengan mengacu pada penerapan

Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh

Mahkamah Agung pada area akun-

tabilitas, dan disamping itu juga untuk

mewujudkan manajemen perencanaan

kinerja sesuai Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabillitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Surat Plt.

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19

Desember 2023 tentang Penyampaian

Dokumen SAKIP.

B. KEDUDUKAN, TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989

diberikan kewenangan baru bagi

peradilan agama setelah dilakukannya

amandemen terhadap Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman, salah

satunya lembaga peradilan agama

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

semakin jelas kewenangannya, sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang

menjadi dasar lahirnya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006.

1. Kedudukan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2

Undang-Undang tersebut, yakni,

disebutkan bahwa, Peradilan Agama

adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadialan

yang beragama Islam mengenai perkara
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tertentu. Ini berarti bahwa secara kelem-

bagaan, kedudukan lembaga peradilan

Agama sudah semakin kuat dan sejajar

dengan lingkungan peradilan lainnya.

Bahkan secara kelembagaan peradilan

agama juga mengalami perluasan, khu-

susnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan

bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama

dapat diadakan pengkhususan penga-

dilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Maksud dari pasal tersebut adalah

adanya pengadilan syariat Islam yang

diatur tersendiri dengan Undang-Undang

Mahkamah Syar’iyah di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan

kedudukan peradilan agama pada masa

reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu

pula dengan kewenangan yang

dimilikinya sudah semakin bertambah

dan luas. Dari sisi status dan kedudukan,

pengadilan agama tidak lagi dibedakan

dengan badan peradilan lain yang ada di

Indonesia.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang :

1) perkawinan;

2) waris;

3) wasiat;

4) hibah;

5) wakaf;

6) zakat;

7) infaq;

8) shadaqah; dan

9) ekonomi syari'ah

3. Fungsi

a) Fungsi Mengadili (judicial power) :

Menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat

pertama (vide: Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Fungsi Pengawasan :

Mengadakan pengawasan melekat

atas pelak-sanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Panitera Pengganti,

dan Jurusita/Jurusita Pengganti di

bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama

dan sewajarnya (vide: Pasal 53

ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006) dan

terhadap pelaksanaan administrasi

umum kesekretariatan serta

pemba-ngunan. (vide: KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006)
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c) Fungsi Nasihat :

Memberikan pertim-bangan dan

nasehat tentang hukum Islam

kepada instansi pemerintah di

daerah hukumnya, apabila diminta.

(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor Nomor 3 Tahun

2006).

d) Fungsi Administratif :

Menyelenggarakan administrasi

peradilan (teknis dan persidangan),

dan administrasi umum (kepega-

waian, organisasi dan tata laksana,

umum dan keuangan, dan peren-

canaan, teknologi informasi dan

pelaporan) (vide: KMA Nomor

KMA/ 080/VIII/2006)

e) Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelak-

sanaan tugas hisab dan rukyat

dengan instansi lain yang terkait,

seperti Kemenag, MUI, Ormas

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52

A Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006.

4. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7

Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015,

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur organisasi yang ada

pada Pengadilan Agama Muara Enim pun

mengacu pada Perma tersebut. Ada

bentuk susunan bagan struktur organi-

sasinya sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
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5. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan ter-

capainya tugas pokok dan fungsi. Visi

Pengadilan Agama Muara Enim mengacu

pada Visi Mahkamah Agung RI dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung

“Terwujudnya Badan Peradilan yang

Agung”

Visi Badan Peradilan Agama

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama

yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Muara Enim

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara

Enim yang Agung”

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

mengacu kepada Misi Mahkamah Agung

RI, dan Misi Badan Peradilan Agama,

sebagai berikut :

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan

Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-

pinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan

transparasi Badan Peradilan.

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan

Peradilan Agama.

2. Memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-

pinan Badan Peradilan Agama.

4. Meningkatkan kredibilitas dan

transparasi Badan Peradilan

Agama.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga kemandirian Pengadilan

Agama Muara Enim.

2. Memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-

pinan Pengadilan Agama Muara

Enim.

4. Meningkatkan kredibilitas dan

transparansi Pengadilan Agama

Muara Enim

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan

ditetapkan mengacu kepada visi dan misi

Pengadilan Agama Muara Enim.
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Adapun Tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Agama Muara Enim adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan

melalui proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya pelayanan prima bagi

masyarakat pencari keadilan.

3. Terwujudnya peningkatan akses

peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya kepercayaan masya-

rakat terhadap sistem peradilan

dengan senantiasa menciptakan

lingkungan kerja serta kinerja

aparatur Pengadilan Agama Muara

Enim yang professional, bersih dari

KKN, transparan, efektif, efesien,

dan akuntabel.

Sasaran adalah target-target dari tujuan

yang akan dicapai setiap tahunnya dari

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024,

sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Agama Muara Enim adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparan, dan

akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelola-

an Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terping-

girkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung

MISI

Menjaga kemandirian
Pengadilan Agama

Muara Enim.

Memberikan
pelayanan hukum
yang berkeadilan
kepada pencari

keadilan.

Meningkatkan
kualitas

kepemimpinan
Pengadilan Agama

Muara Enim.

Meningkatkan
kredibilitas dan

transparansi
Pengadilan Agama

Muara Enim.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

akuntabel.

Terwujudnya sistem peradilan
melalui proses peradilan

yang pasti, transparan dan
akuntabel

 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.Terwujudnya pelayanan

prima bagi masyarakat

pencari keadilan.
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7. Isu Strategis

Selain dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya Pengadilan Agama Muara

Enim juga harus berperan dalam

pembangunan Zona Intergritas guna

meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari

Korupsi) dalam upaya mewujudkan Good

Governance. Hal ini juga merupakan

langkah pembuktian komitmen perubahan

serta peningkatan kinerja dari Pengadilan

Agama Muara Enim yang harus

dilaksanakan secara bekelanjutan yang

melibatkan semua unsur yang ada mulai

dengan memperketat pengawasan,

memperoleh kepercayaan masyarakat,

meningkatkan kualitas pelayanan publik

serta memonitoring dan mengevaluasi

pada setiap areanya. Ditambah lagi

selama 4 (empat) tahun berturut-turut

yaitu pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan

2023 Pengadilan Agama Muara Enim

diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) dalam

meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari

Korupsi) namun belum berhasil juga, tentu

hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi

Pengadilan Agama Muara Enim untuk

lebih berbenah ke arah yang jauh lebih

baik.

8. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) pada

Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta per-

masalahan utama (strategi issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan

realisasi kinerja Tahun 2023;

2. Membandingkan antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja Tahun

2023 dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir;

 Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan.

Terwujudnya peningkatan

akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan

terpinggirkan

 Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.Terwujudnya kepercayaan
masyarakat terhadap sistem

peradilan



Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

2023

9

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

3. Membandingkan realisasi kinerja

Tahun 2023 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja

Tahun 2023 dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/penu-

runan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum

atas capaian kinerja organisasi serta

langkah dimasa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Daftar Lampiran :

Pada bagian ini dilampirkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana

Kinerja Tahun 2025, Reviu Indikator

Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis

2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun

2024, Struktur Organisasi dan SK Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
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BAB II

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja

(PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023
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A. RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan stratejik

local, nasional dan global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan

visi dan misinya dengan potensi, peluang

dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Tahun 2023 merupakan tahun Keempat

dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Muara Enim 2020-

2024 menguraikan gambaran kinerja dan

rencana kinerja dalam kurun waktu 1

(satu) tahunan. Begitupun juga Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Agama

Muara Enim tahun 2020-2024 sebagai

proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja

seharusnya mempunyai barometer untuk

menilai sampai sejauh mana roda

organisasi berjalan dengan baik atau

tidak, apa hambatan dan tantangan serta

tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan

yang sama dalam memajukan dan

menjalankan roda organisasi tersebut,

sehingga kualitas kinerja pegawai

dimaksud adalah merupakan suatu yang

mutlak demi maksimalnya pelayanan

(client service), baik internal maupun

secara eksternal kepada (para pencari

keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) dari pegawai/

staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri

yang bertekad untuk meningkatkan

kualitas pribadi dalam menunjang tugas

pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

Kami sadari sarana dan prasarana serta

fasilitas tak kalah pentingnya guna men-

capai tujuan tersebut yang sekarang ini

masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023

di Pengadilan Agama Muara Enim telah

ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan

yang mengacu pada program dan fungsi

tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama

Muara Enim tahun 2020-2024 telah

disusun secara tepat, dinamis, sistematis

dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses

perencanaan panjang dibidang

keperkaraan dan administrasi harus

memiliki arah yang konsisten agar tidak

terombang-ambing dalam perubahan

situasi. Dalam kondisi ketersediaan

kualitas sumber daya manusia, sarana,

dan prasarana, namun dukungan

anggaran kurang cukup memadai,

Pengadilan Agama Muara Enim

menyusun Renstra secara efektif dan

efisien. Renstra ini dituangkan dalam

suatu perencanaan kinerja tahunan

(annual performance plan) sebagai

penjabaran lebih lanjut yang memuat

seluruh target kinerja dalam satu tahun

yang juga dituangkan dalam sejumlah

indikator kinerja utama (key performance

indicators).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU),

Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan

Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana

Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu

persatu seperti di bawah ini :
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1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 44/KPA.W6-A5/KP1.2.8/I/2024 tanggal 2
Januari 2024, dapat dilihat sebagai berikut :

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 2 3 4

1 Terwujudnya sistem

peradilan melalui proses

peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

Terwujudnya peradilan yang
pasti, transparan dan
akuntabel

a. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding

c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

2 Terwujudnya pelayanan

prima bagi masyarakat

pencari keadilan

Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

3 Terwujudnya peningkatan

akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan

terpinggirkan

Meningkatnya akses

peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem

peradilan

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase putusan perkara perdata di
tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tabel 2.1 :

Reviu Indikator Kinerja Utama

2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan

seperti dalam tabel di bawah ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

99%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Banding

99%

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi 99%

d. Index responden pencari kaedilan yang 97%
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puas terhadap layanan peradilan

2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

3%

3 Meningkatnya akses peradilan

bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan

100%

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100%

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata di
tindaklanjuti (di Eksekusi)

100%

Tabel 2.2 :

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat

diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

99%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Banding

99%

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi 99%

d. Index responden pencari kaedilan yang
puas terhadap layanan peradilan 97%

2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi 3%

3 Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan 100%

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100%

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata di
tindaklanjuti (di Eksekusi) 100%

Tabel 2.3 :

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023
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B. PERJANJIAN KINERJA

(DOKUMEN PENETAPAN

KINERJA) TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah

Pernyataan yang menunjukan tekad dan

janji untuk mencapai sasaran dan tujuan

yang ingin dicapai secara jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai

oleh Pengadilan Agama Muara Enim

tahun 2023 dan dinyatakan dalam

penetapan sasaran kinerja 2023

sebagaimana tertuang dalam tabel

dibawah ini :
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Terwujudnya peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

99%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Banding

99%

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi 99%

d. Index responden pencari kaedilan yang
puas terhadap layanan peradilan 97%

2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi 3%

3 Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan 100%

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100%

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata di
tindaklanjuti (di Eksekusi) 100%

Tabel 2.4 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan

Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran

1 2 3

1 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi

Rp 5.013.036.000,-

2 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 142.320.000,-

Jumlah Rp. 5.155.356.000,-

Tabel 2.5 :

Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No

Tujuan T arget
Jangka
Menenga

h

Sasaran T arget

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1 . Terwujudnya

sistem

peradilan

melalui

proses peradila

n yang pasti,

transparan dan

akuntabel

Persentasesisa perkara

yang diselesaikan 100%

Terwujudnya

Proses

Peradilan

yang Pasti

Transparan

dan

Akuntabel

a. Persentasesisa

perkarayang

diselesaikan

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentasesisa perkara

yang diselesaikan tepat

waktu
100%

b. Persentasesisa

perkarayang

diselesaikan tepat

waktu

1 00% 100% 100% 100% 100%

PersentasePerkara yang

tidak mengajukan Upaya

Hukum:

1 . Banding

2. Kasasi.

3. PK

91%

94%

100%

c. PersentasePerkara

yang tidak

mengajukan Upaya

Hukum :

1 . Banding

2. Kasasi.

3. PK

90%

93%

100%

90,5%

93%

100%

91%

94%

100%

91 ,5%

94%

100%

92%

95%

100%

Index responden pencari

kaedilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

98,7%

d. Index responden

pencari kaedilan

yang puasterhadap

layanan peradilan

98,5% 98,6% 98,7% 98,7% 98,8%

2. Terwujudnya
pelayanan
prima bagi
masyarakat
pencari
keadilan.

Persentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu.
100%

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu.

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentaseperkara yang

diselesaikanmelalui

mediasi

100%

b. Persentaseperkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentaseperkara yang

dimohonkan Banding,

Kasasi, PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat

waktu.

100%

c. Persentaseperkara

yang dimohonkan

Banding, Kasasi,

PK yang diajukan

secara lengkap dan

tepat waktu.

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentaseputusan yang

menarik perhatian

masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat

diakasessecaraonline

dalamwaktu 1 hari

diputus.

100%

d. Persentaseputusan

yang menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi syariah)

yang dapat diakases

secaraonline dalam

waktu 1 hari

diputus.

1 00% 100% 100% 100% 100%

3. Terwujudnya
peningkatan
aksesperadilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

Persentaseperkara

prodeo yang diselesaikan 100%

Meningkatny

aAkses

Peradilan

bagi

masyarakat

miskin dan

terpinggirkan.

a. Persentaseperkara

prodeo yang

diselesaikan

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentaseperkara yang

diselesaikan di luar

gedung Pengadilan.
100%

b. Persentaseperkara

yang diselesaikan di

luargedung

Pengadilan.

1 00% 100% 100% 100% 100%

Persentaseperkara

Permohonan (Voluntair)

IdentitasHukum.
100%

c. Persentaseperkara

Permohonan

(Voluntair)

IdentitasHukum.

1 00% 100% 100% 100% 100%
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PersentasePencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang mendapat

Layan Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

d. PersentasePencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

1 00% 100% 100% 100% 100%

4. Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap sistem
peradilan

PersentasePutusan

PerkaraPerdata di

tindaklanjuti (di

Eksekusi)

100%

Meningkatny

a kepatuhan

terhadap

Putusan

Pengadilan.

PersentasePutusan

PerkaraPerdata di

tindaklanjuti (di

Eksekusi)

1 00% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.6 :

Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024
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BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaraan
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan antara

target yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja dengan realisasi. Perbandingan

tersebut dapat digambarkan dengan

formula sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran rumus di atas,

diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja

Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun

2023 adalah sebesar 105,29%.

Gambar 3.1 :

Capaian kinerja tahun 2023

Hasil tersebut merupakan capaian rata-

rata dari 10 indikator kinerja. Berikut tabel

capaian kinerja tahun 2023 :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya peradilan

yang pasti, transparan dan

akuntabel

a. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu
99% 100% 101,01%

b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum

Banding
99% 99,67% 100,68%

c. Persentase Perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum

Kasasi
99% 99,93% 100,94%

d. Index responden pencari

kaedilan yang puas terhadap

layanan peradilan
97% 98,83% 101,89%

2 Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase salinan putusan

yang disampaikan ke para

pihak tepat waktu
100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi
3% 45,98% 1.532,67%

3 Meningkatnya akses

peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan
100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan diluar gedung

pengadilan
100% 100% 100%

c. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

R
Ca = x 100%

T
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4 Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase Putusan Perkara

Perdata di tindaklanjuti (di

Eksekusi)
100% 100% 100%

Rata-Rata Capaian 89.70% 94,44% 105,29%

Keterangan :

= mencapai / melampaui target

= belum mencapai target tapi meningkat dibanding tahun lalu

= belum mencapai target

Tabel 3.1 :

Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari 10

indikator kinerja utama, terdapat 10

indikator yang berhasil dicapai, dalam

artian bahwa seluruh indikator yang ada

di tahun ini mencapai bahkan melampaui

target.

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

Apabila capaian kinerja yang ada

bandingkan, maka capaian kinerja

Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2019-2023, persentasenya mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini

gambarannya :

Gambar 3.2 :

Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2023
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Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2019-2023 :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

100% 100% 100% 100% -

b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan tepat waktu

96,95% 98,59% 97,61% 99,50% 101,01%

c. Presentase Perkara yang
tidak mengajukan Upaya
Hukum :
1. Banding
2. Kasasi.
3. PK

111%
107,53%

100%

110,24%
71,69%
100%

109,91%
53,76%
100%

109,34%
106,38%

100%

100,68%
100,94%

-

d. Index responden pencari
kaedilan yang puas terhadap
layanan peradilan

89,82% 91,58 93,83% 97,29% 101,89%

2 Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Presentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu.

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

185,75% 100% 100% 100% 1.532,67%

c. Persentase perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi,
PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu.

100% 100% 100% 100% -

d. Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakases secara online dalam
waktu 1 hari diputus.

100% 100% 100% 100% -

3 Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

100% 100% 100% 160% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar gedung
Pengadilan

100% 100% 100% 102% 100%

c. Persentase perkara
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum

100% 100% 100% 103% -

d. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

100% 100% 100% 122,80% 100%

4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan.

Persentase Putusan Perkara
Perdata di tindaklanjuti (di
Eksekusi)

100% 100% 100% 100% 100%

Rata-Rata Capaian 100,26% 98,14% 97,13% 106,68% 105,29%

Tabel 3.2 :

Capaian Kinerja Tahun 2019-2023
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3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja

Jangka Menengah

Capaian kinerja Pengadilan Agama

Muara Enim Tahun 2023 yang apabila

dibandingkan dengan target kinerja

jangka menengah adalah sebesar

106,53%. Berikut adalah tabel dan grafik

per-bandingannya.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Jangka

Menengah
Realisasi

2023
Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya
peradilan yang
pasti, transparan
dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding

92% 99,67% 108,26%

c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi

95% 99,93% 105,19%

d. Index responden pencari kaedilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

98,8% 98,83% 100,03%

2. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

100% 45,98% 45,98%

3. Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

4. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.

Persentase Putusan Perkara Perdata di
tindaklanjuti (di Eksekusi)

100% 100% 100%

Rata-Rata Capaian 98,58% 94,44% 95,80%

Tabel 3.3 :

Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
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Gambar 3.3 :

Grafik Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja

Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan

Agama Muara Enim Tahun 2023 apabila

dibandingkan dengan target kinerja

standar nasional belum dapat diukur.

Karena untuk saat ini Pengadilan Agama

Muara Enim belum menentukan indikator

kinerja yang sesuai dengan standar

nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja

1). Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama

Muara Enim Tahun 2023 untuk sasaran

terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel (sasaran I)

adalah sebesar 101,12%. Berikut adalah

tabel dan grafik perbandingannya.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Terwujudnya peradilan
yang pasti, transparan
dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan tepat waktu

99% 100% 101,01%

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum
Banding

99% 99,67% 100,68%

c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

99% 99,93% 100,94%

d. Index responden pencari
kaedilan yang puas terhadap
layanan peradilan

97% 98,83% 101,89%

Rata-Rata Capaian 98,50% 99,61% 101,13%

Tabel 3.4 :

Capaian Kinerja Sasaran I
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Gambar 3.4 :

Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

a). Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan IKU, cara perhitungan

dalam mengukur capaian persentase

perkara yang diselesaikan tepat waktu

adalah dengan cara membandingkan

jumlah perkara yang diselesaikan tepat

waktu dengan jumlah perkara yang

diselesaikan. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut :

Jumlah perkarayang diselesaikan
tepat waktu

x 1 00%
Jumlah perkarayang diselesaikan

Pada tahun 2022 terdapat sisa perkara

sebanyak 6 perkara. Sedangkan perkara

yang diterima tahun berjalan sebanyak

1.497 perkara. Sehingga jumlah perkara

yang ada tahun berjalan sebanyak 1.503

perkara.

No Jenis Perkara

S
is
a
T
h.
20
22

M
as
uk
T
h.
20
2
3

P
er
ka
ra
T
h.
20
2
3

Ju
m
la
h
P
ut
us

1 2 3 4 5 6

1 PerdataGugatan 6 946 952 943

2 PerdataPermohonan 0 551 551 550

Jumlah 6 1 .497 1 .503 1 .493

Tabel 3.5 :

Penyelesaian Perkara yang Ada

No JenisPerkara Diputuss/d 3 Bulan Diputus3-5 Bulan Diputus> 5 Bulan BelumPutus

1 2 3 4 5 6

1 . PerdataGugatan 901 42 0 9

2. PerdataPermohonan 550 0 0 1

Jumlah 1 .451 42 0 10

Tabel 3.6 :

Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.503

perkara yang ada, terdapat sebanyak

1.493 perkara diselesaikan tepat waktu,

sedangkan yang diselesaikan tidak tepat

waktu sebanyak 0 perkara. Sementara itu

terdapat sebanyak 10 perkara yang

tersisa.
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Berdasarkan formulasi dan data di atas,

realisasi persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu adalah 99,50%

yang didapat dari perhitungan berikut ini :

X 100% = 100%
1 .493

1 .493

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2023, yakni sebesar 99%, maka capaian

pada indikator ini adalah 99 : 100 x 100 =

101,01%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan

monitoring dan evaluasi dari Pimpinan

kepada seluruh Hakim Pengadilan

Agama Muara Enim dalam penerapan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan, dimana

disebutkan penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Pertama paling

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

b). Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan IKU, cara perhitungan

dalam mengukur capaian persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding adalah dengan cara

membandingkan jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding

dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut :

Jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding

x 1 00%
Jumlah perkara yang diselesaikan

No JenisPerkara

S
is
a
T
h
.
20
22

M
as
uk

T
h
.
20
23

Ju
m
la
h
B
eb
an

P
er
ka
ra

P
ut
us

B
an
di
n
g

T
id
ak
B
an
di
n
g

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8

1 PerdataGugatan 6 946 952 943 5 938 -

2 PerdataPermohonan 0 551 551 550 0 550 -

Jumlah 6 1 .497 1 .503 1 .493 5 1 .488 -

Tabel 3.7 :

Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493

perkara putus pada tingkat Pertama

sebanyak 1.488 perkara tidak

mengajukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Agama, sehingga

persentase realisasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding

mencapai 99,67% yang didapat dari

perhitungan berikut ini :

X 100% = 99,67%
1 .488

1 .493

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2023, yakni sebesar 99%, maka capaian
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pada indikator ini adalah 99,67 : 99 x 100

= 100,68%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

merupakan bentuk kepuasan pihak

berperkara terhadap kualitas putusan

Pengadilan Agama Muara Enim, dalam

hal ini Pengadilan Agama Muara Enim

selalu mendorong Hakim Pengadilan

Agama Muara Enim untuk senantiasa

mengikuti diklat/pelatihan/diskusi demi

meningkatkan kompetensinya dengan

tujuan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat banyak.

c). Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam

mengukur capaian persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi adalah dengan cara

membandingkan jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi

dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut :

Jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi

x 1 00%
Jumlah perkarayang diselesaikan

Tabel 3.8 :

Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493

perkara putus pada tingkat Pertama

sebanyak 1.492 perkara tidak

mengajukan upaya hukum kasasi ke

Mahkamah Agung RI, sehingga

persentase realisasi perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi

mencapai 99,93% yang didapat dari

perhitungan berikut ini :

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan persentase

yang ditargetkan pada tahun 2023, yakni

sebesar 99%, maka capaian pada

indikator ini adalah 99,93 : 99 x 100 =

100,94%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

merupakan bentuk kepuasan pihak

berperkara terhadap kualitas putusan

Pengadilan Agama Muara Enim, dalam

hal ini Pengadilan Agama Muara Enim

selalu mendorong Hakim Pengadilan

Agama Muara Enim untuk senantiasa

mengikuti diklat/pelatihan/diskusi demi

meningkatkan kompetensinya dengan

tujuan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat banyak.

No JenisPerkara

S
is
a
T
h
.
20
22

M
as
uk

T
h
.
20
23

Ju
m
la
h
B
eb
an

P
er
ka
ra

P
ut
us

K
as
as
i

T
id
ak
K
as
as
i

Keterangan

1 2 3 4 5 6 8

1 PerdataGugatan 6 946 952 943 1 942 -

2 PerdataPermohonan 0 551 551 550 0 550 -

Jumlah 6 1 .497 1 .503 1 .493 1 1 .492 -

X 100% = 99,93%
1 .492

1 .493
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Perkara yang putus pada Pengadilan

Agama Muara Enim tahun 2023 adalah

sebanyak 1.493 perkara, dimana yang

mengajukan upaya hukum Banding

sebanyak 5 perkara, Kasasi sebanyak 1

perkara dan PK sebanyak 0 perkara, jika

dibandingkan dengan perkara di tahun-

ahun sebelumnya dapat digambarkan

sebagai berikut :

No
Perkara
dan Upaya
Hukum

T
ah
un
20
1
9

T
ah
un
20
20

T
ah
un
20
21

T
ah
un
20
2
2

T
ah
un
20
2
3

1 2 3 4 4 5 6

A
Perkara
Putus

1 .837 1 .407 1 .328 1 .533 1 .493

B PerkaraUpaya Hukum

1 . Banding 6 6 7 7 5

2. Kasasi 0 2 3 0 1

Tabel 3.9 :

Perbandingan perkara yang mengajukan

upaya hukum

d). Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan IKU, cara perhitungan

dalam mengukur capaian Index

responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan Pengadilan dengan

cara melakukan survei yang sesuai

dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat Unit

Penyeleng-garaan Pelayanan Publik.

Persentase index responden pencari

keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan pada tahun 2023 ditargetkan

sebesar 97%. Namun setelah

Pengadilan Agama Muara Enim

melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

di triwulan akhir terhadap 40 orang

korespondensi, dengan metode dasar

penilaian tentang pelayanan berupa

pemberian informasi persyaratan

pelayanan yang transparansi, kecepatan

dalam pemberian pelayanan, dan

keberadaan petugas yang memberikan

pelayanan. Maka diperoleh hasil survey

kepuasan masyarakat sebesar 3,95 atau

98,83 (hasil konversi IKM).

Tabel 3.10 :

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

UnsurPelayanan
Nilai Unsur
Pelayanan

Mutu Pelayanan Kinerja

1 2 3 4 5

1 . Kesesuaian persyaratan pelayanan 4,00 A Sangat Baik

2. Kemudahan prosedur pelayanan 4,00 A Sangat Baik

3. Kecepatanwaktu dalammemberikan
pelayanan 4,00 A Sangat Baik

4. Kewajaranbiaya/tarif dalampelayanan 3,85 A Sangat Baik

5. Kesesuaian produk pelayanan 3,98 A Sangat Baik

6. Kompetensi/kemampuan petugas 3,98 A Sangat Baik

7. Kualitassaranadan prasarana 3,83 A Sangat Baik

8. Penanganan pengaduan pengguna layanan 3,98 A Sangat Baik

Rata-rata tertimbang 3,95
A Sangat Baik

Nilai Interval Konversi (NIK) 98,83
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Hasil tersebut di atas sebesar 98,83

apabila dibandingkan dengan target tahun

2023 yang berjumlah 97%, maka capaian

pada indikator ini adalah 98,83 : 97 x 100

= 101,89%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

adalah dengan menggandeng pihak bank

yang telah bekerjasama untuk dapat

memberikan role play tentang service

excellent, hal ini diperkuat Pengadilan

Agama Muara Enim dengan

mencantumkannya pada program kerja

tahunan yang diadakan 2 (dua) kali dalam

setahun. Selain itu Pengadilan Agama

Muara Enim juga telah menyebar form

CPAR lebih banyak di berbagai ruangan

sehingga pegawai maupun publik dapat

menyampaikan keluhannya terhadap

pelayanan maupun permasalahan lainnya

yang perlu mendapatkan perhatian untuk

ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pengadilan

Agama Muara Enim. Dengan demikian

Pengadilan Agama Muara Enim dapat

mengevaluasi kualitas pelayanan yang

diberikannya kepada masyarakat

2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur

kinerja Pengadilan Agama Muara Enim

dalam meningkatkan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara.

Terdapat dua indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator

tersebut merupakan bagian dari Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara

Enim. Berikut indikator kinerja beserta

capaiannya di tahun 2023 :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

a. Persentase salinan putusan yang
disampaikan ke para pihak tepat
waktu

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

3% 45,98% 1532,67%

Rata-Rata Capaian 51,50% 72,99% 141,73%

Tabel 3.11 :

Capaian Kinerja Sasaran II

Gambar 3.5 :

Grafik Capaian Kinerja Sasaran II
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa

rata-rata capaian Pengadilan Agama

Muara Enim pada (sasaran II) adalah

sebesar 141,73% dan berikut analisis

capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan

yang diterima oleh para pihak tepat waktu

adalah dengan cara membandingkan

jumlah isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut :

Jumlah isi putusan yang diterima
oleh parapihak tepat waktu

x 1 00%
Jumlah putusan

No JenisPerkara

Ju
m
la
h
P
ut
us

T
ep
at
W
ak
tu

T
er
la
m
ba
t

1 2 3 4 5

1 PerdataGugatan 943 943 0

2 PerdataPermohonan 550 550 0

Jumlah 1 .493 1 .493 0

Tabel 3.12 :

Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493

putusan perkara di tahun 2023, sebanyak

1.493 putusan telah diterima tepat waktu

oleh para, sehingga realisasi persentase

salinan putusan yang dikirim kepada para

pihak tepat waktu mencapai 100% yang

didapat dari perhitungan berikut ini :

1 .493
x 1 00% = 1 00%

1 .493

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan persentase

yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni

sebesar 100%, maka capaian pada

indikator ini adalah 100 : 100 x 100 =

100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2010 tentang Penyampaian

Salinan dan Petikan Putusan, dimana

disebutkan salinan putusan untuk para

pihak sudah harus disediakan dalam

waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak

putusan diucapkan. Kemudian hal

tersebut dituangkan Pengadilan Agama

Muara Enim ke dalam SOP Penyampaian

Salinan Putusan untuk dapat diketahui

oleh publik.

b). Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mengukur realisasi persentase perkara

yang diselesaikan melalui mediasi adalah

dengan cara membandingkan jumlah

perkara yang diselesaikan melalui

mediasi dengan jumlah perkara yang

dilakukan mediasi. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

x 1 00%
Jumlah perkarayang dilakukan

mediasi

Pada tahun 2023 terdapat perkara yang

dilakukan mediasi yakni sebanyak 174

perkara, dengan data sebagai berikut :
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Tabel 3.13 :

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 174

perkara yang dilakukan mediasi di tahun

2023, sebanyak 80 perkara yang

diselesaikan melalui mediasi sehingga

realisasi persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi mencapai

45,98% yang didapat dari perhitungan

berikut ini :

80
x 100% = 100%

1 74

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2023 yakni sebesar 3%, maka capaian

pada indikator ini adalah 45,98 : 3 x 100 =

1532,67%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan serta menerima Mediator dari

luar Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun perbandingan data perkara

mediasi yang berhasil dari tahun 2019-

2023 di Pengadilan Agama Muara Enim

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 :

Perbandingan perkara yang mediasi

3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur

kinerja Pengadilan Agama Muara Enim

dalam meningkatkan akses peradilan

bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terdapat tiga indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator

tersebut merupakan bagian dari Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara

Enim. Berikut indikator kinerja beserta

capaiannya di tahun 2023 :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan

100% 100% 100%

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100% 100%

Jumlah Rata-Rata 100% 100% 100%

Tabel 3.15 :

Capaian Kinerja Sasaran III

No JenisPerkara

M
ed
ia
si

B
er
ha
si
l

T
id
ak
B
er
ha
si
l

T
id
ak
da
pa
t

di
la
ks
an
ak
an

M
ed
ia
si

B
er
ja
la
n

1 2 3 4 5 6

1 PerkaraMediasi 1 74 80 87 4 3

Jumlah 1 74 80 87 4 3

No JenisPerkara

T
h.
20
19

T
h.
20
20

T
h.
20
21

T
h.
20
22

T
h.
20
2
3

1 2 4 5 6 7 7

1 PerkaraMediasi 1 48 147 1 1 3 1 60 1 74

2 Mediasi Berhasil 1 1 6 5 6 80
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Gambar 3.6 :

Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa

rata-rata capaian Pengadilan Agama

Muara Enim pada (sasaran III) adalah

sebesar 100% dan berikut analisis

capaian masing-masing indikator :

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara

prodeo yang diselesaikan adalah dengan

cara membandingkan jumlah perkara

prodeo yang diselesaikan dengan jumlah

perkara prodeo yang diajukan (jumlah

perkara prodeo yang diajukan dan

diselesaikan dengan biaya DIPA maupun

prodeo murni). Rumus tersebut digam-

barkan sebagai berikut :

Pada tahun 2023 terdapat pagu anggaran

sebesar Rp. 16.920.000,- untuk 20

perkara prodeo, namun dikarenakan

anggaran tersebut masih bersisa maka

diterimalah sebanyak 31 perkara prodeo

dan sebanyak perkara tersebut telah

diselesaikan. dengan data sebagai

berikut :

Tabel 3.16 :

Perkara prodeo yang diselesaikan

Sehingga realisasi persentase perkara

prodeo yang diselesaikan mencapai

100%, dengan perhitungan sebagai

berikut ini :

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2023 yakni sebesar 100%, maka capaian

pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100

= 100%.

Jumlah perkaraprodeo yang
diselesaikan

x 1 00%
Jumlah perkara yang diajukan

secaraprodeo

No JenisPerkara
A
n
gg
ar
an

D
ia
ju
ka
n

P
ut
us

1 2 3 4 5

1 PerkaraProdeo 20 31 31

Jumlah 20 31 31

31
x 1 00% = 1 00%

31
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Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan. Selain itu

Pengadilan Agama Muara Enim juga

senantiasa selalu menyajikan data dan

ketersediaan dana kegiatan tersebut

melalui media sosial. Hal senadapun

dilakukan oleh Petugas PTSP Pengadilan

Agama Muara Enim dalam

mensosialisasikan kegiatan tersebut

kepada pencari keadilan yang datang

langsung yang dirasa memenuhi kriteria

tersebut.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di

tahun-tahun sebelumnya maka dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.17 :

Perbandingan Perkara Prodeo yang

Diselesaikan Tahun 2019-2023

b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Mengukur realisasi persentase perkara

yang diselesaikan diluar gedung

Pengadilan adalah dengan cara

membandingkan jumlah perkara putus

yang diselesaikan diluar gedung

Pengadilan dengan jumlah perkara yang

diajukan diluar gedung Pengadilan sesuai

dengan anggaran DIPA tahun 2023.

Rumus tersebut digambarkan sebagai

berikut :

Pada tahun 2023 anggaran DIPA untuk

menyelesaikan perkara diluar gedung

Pengadilan (sidang keliling) adalah

sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta

empat ratus ribu rupiah). Anggaran

tersebut digunakan untuk menyelesaikan

sebanyak 96 perkara yang disidangkan

diluar gedung Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya sebanyak 104

perkara telah diajukan dan juga

diselesaikan di luar gedung Pengadilan

pada tahun 2023. Dimana hal ini telah

memenuhi target sesuai dengan

anggaran yang dipertanggung jawabkan

dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan

96 perkara sidang keliling.

No JenisPerkara

A
n
gg
ar
an
D
IP
A

P
er
ka
ra
S
id
an
g

D
ia
ju
k
an
K
el
il
in
g

S
id
an
g
K
el
il
in
g
P
ut
us

T
h
.
20
22

1 2 3 4 5

1 Sidang Keliling 96 104 104

Jumlah 96 104 104

Tabel 3.18 :

Perkara yang diselesaikan diluar gedung

pengadilan

Sehingga realisasi persentase perkara

yang diselesaikan di luar gedung

Pengadilan mencapai 100% yang didapat

dari perhitungan sebagai berikut ini :

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

No
JenisPerkara

T
h.
20
19

T
h
.
20
20

T
h
.
20
21

T
h
.
20
22

T
h
.
20
23

1 2 3 4 5 6 7

1 PerkaraProdeo 10 10 1 0 32 31

Jumlah 5 10 10 32 31

Jumlah perkara yang diselesaikan
diluargedung Pengadilan

x 1 00%
Jumlah perkara yang diajukan
diluargedung Pengadilan

1 04
x 1 00% = 100%

104
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2023 yakni sebesar 100%, maka capaian

pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100

= 100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

Dalam Rangka Penerbitan Akta

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta

Kelahiran. Selain itu juga adanya

komunikasi dan sinergi antara Pimpinan

dan Perencanaan Pengadilan Agama

Muara Enim melalui kolaborasi

monitoring dan evaluasi terhadap target-

target kegiatan terlebih yang di danai oleh

anggaran DIPA.

Dibandingkan dengan perkara pada

tahun-tahun sebelumnya maka dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.19 :

Perbandingan sidang keliling yang

diselesaikan

c.) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

Mengukur realisasi persentase pencari

keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum

(Posbakum) adalah dengan cara

membandingkan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat

Posbakum dengan jumlah pencari

keadilan golongan tertentu. Rumus

tersebut digambarkan sebagai berikut :

Pada tahun 2023 anggaran DIPA untuk

layanan bantuan hukum adalah sebesar

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk

melayani 500 pencari keadilan golongan

tertentu.

Dalam pelaksanaannya Posbakum telah

melayani sebanyak 624 pencari keadilan

golongan tertentu pada tahun 2023.

Dimana hal ini telah memenuhi target

sesuai dengan anggaran yang

dipertanggung jawabkan dalam DIPA,

yaitu untuk melayani 500 pencari

keadilan golongan tertentu, dengan data

sebagai berikut :

Tabel 3.20 :

Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang

Mendapat Layanan Posbakum

Sehingga realisasi persentase jumlah

pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat posbakum mencapai 100%

yang didapat dari perhitungan berikut ini :

No JenisPerkara

T
ah
un
20
1
9

T
ah
un
20
20

T
ah
un
20
21

T
ah
un
20
22

T
ah
un
20
2
3

1 2 3 4 5 6 7

1 Sidang Keliling 1 01 1 26 50 98 104

Jumlah 101 1 26 50 98 104

Jumlah pencari keadilan gol.
Tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum x 100%

Jumlah permohonan layanan
hukum

No JenisPerkara

A
n
gg
ar
an
D
IP
A

um
la
h
pe
rm
oh
on
a

la
ya
na
n
hu
ku
m

Ju
m
la
h
P
en
ca
ri

K
ea
di
la
n
G
o
l.

T
er
te
nt
u
ya
ng

m
en
da
pa
t
po
sb
ak
um

1 2 3 4 5

1 LayananPosbakum 500 624 624

Jumlah 500 61 4 624

61 4
x 1 00% =100%

61 4
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Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2022 yakni sebesar 100%, maka capaian

pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100

= 100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan. Selain itu juga

adanya komunikasi dan sinergi antara

Pimpinan dan Perencanaan Pengadilan

Agama Muara Enim melalui kolaborasi

monitoring dan evaluasi terhadap target-

target kegiatan terlebih yang di danai oleh

anggaran DIPA.

4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur

kinerja Pengadilan Agama Muara Enim

dalam kepatuhan terhadap putusan

pengadilan. Terdapat sebuah indikator

kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan pada sasaran ini. Indikator

tersebut merupakan bagian dari Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara

Enim. Berikut indikator kinerja beserta

capaiannya di tahun 2023 :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan.

Presentase Putusan Perkara
Perdata di tindaklanjuti (di
Eksekusi)

100% 100% 100%

Rata-Rata Capaian 100% 100% 100%

Tabel 3.21 :

Capaian Kinerja Sasaran IV

Gambar 3.7 :

Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa

capaian Pengadilan Agama Muara Enim

pada sasaran strategis IV mencapai

100%.

Mengukur realisasi persentase putusan

perkara perdata ditindaklanjuti (di

Eksekusi) adalah dengan cara memban-

dingkan jumlah putusan perkara yang

ditindak lanjuti dengan jumlah perkara
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yang sudah BHT. Rumus tersebut

digambarkan sebagai berikut :

Jumlah putusan perkarayang
ditindak lanjuti

x 1 00%
Jumlah putusan perkarayang
diajukan permohonan eksekusi

Pada tahun 2022 terdapat 1 putusan

perkara yang sudah BHT dan telah

ditindak lanjuti. dengan data sebagai

berikut :

Tabel 3.22 :

Perkara yang di eksekusi

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 0

putusan perkara yang sudah BHT di

tahun 2023 sudah ditindak lanjuti.

Sehingga realisasi persentase putusan

perkara perdata ditindaklanjuti (di

Eksekusi) mencapai 100% yang didapat

dari perhitungan berikut ini :

0
x 100% = 100%

0

Kemudian apabila persentase realisasi

tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun

2023 yakni sebesar 100%, maka capaian

pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100

= 100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut

tak lepas dari komitmen Pengadilan

Agama Muara Enim dalam menerapkan

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan

Mahkamah Agung Nomor

067/DjA/HM.00/I/2023 tentang

Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan

Prosedur Pemanggilan.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2023 yang

berjumlah Rp 5.393.902.000,- (lima

milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta

sembilan ratus dua ribu rupiah) terbagi

atas DIPA (01) Badan Urusan

Administrasi Rp 5.251.582.000,- (lima

milyar dua ratus lima puluh satu juta lima

ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan

DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Rp 142.320.000,-

(seratus empat puluh dua juta tiga ratus

dua puluh ribu rupiah).

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

(1066) dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 4.368.010.000,- (empat milyar tiga

ratus enam puluh delapan juta sepuluh

ribu rupiah) dan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung (1071) dengan alokasi

anggaran Rp 883.572.000,- (delapan

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus

tujuh puluh dua ribu rupiah).

No JenisPerkara Jumlah PerkaraPutus Putusan PerkaraBHT
Putusan Perkara
Ditindak Lanjuti

1 2 3 4 5

1 Perkara yang di eksekusi 0 0 0

Jumlah 0 0 0
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Sedangkan DIPA 04 hanya satu program

yaitu Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama (1053) dengan alokasi

anggaran Rp 142.320.000,- (seratus

empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh

ribu rupiah). Program tersebut masing-

masing memiliki suatu kegiatan dan

komponen. Adapun perbandingan antara

alokasi anggaran dengan realisasi di

tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.23 :

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari tabel di atas persentase realisasi

anggaran tertinggi adalah Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung (1071)

dengan capaian 99,96%. Sedangkan

Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama (1053) dengan capaian 99,82%.

Dan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

(1066) dengan capaian 99,68%.

Sehingga Capaian realisasi anggaran

tahun 2023 secara keseluruhan

mencapai 99,73%. Berikut ini adalah

grafik perbandingan antara anggaran,

realisasi dan sisa anggaran per program

kerja tahun 2023 pada Pengadilan

Agama Muara Enim :

No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

I DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi

1 Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

 Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

 Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan
Administrasi

4.368.010.000 4.354.040.612 99.68%

2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung

883.572.000 883.190.000 99,96%

Jumlah 5.251.582.000 5.237.230.612 99.73%

II DIPA 04 - Ditjen Badilag

1 Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama

Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama

142.320.000 142.068.000 99,82%

Jumlah 142.320.000 142.068.000 99,82%
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Gambar 3.8 :

Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1066

Gambar 3.9 :

Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071

Gambar 3.10 :

Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1053
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BAB IV

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah dimasa mendatang yang

akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya
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A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktui telah melebihi target

pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 101,01%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah

melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar

100,68%.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah

melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar

100,94%.

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar

101,89%.

e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah melebihi target

pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 1.532,67%.

2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah

sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun

2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah

sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum) telah sesuai target pada tahun 2023 dengan

persentase capaian sebesar 100%.

e. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah

sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

B. REKOMENDASI

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan

kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu

IKU dan Renstra secara berkala;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap

bulan, triwulan dan semester.

3. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2024 agar

dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.
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